BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus Terpidana Djoko Tjandra, ia selalu mengusahakan untuk terhindar
dari jeratan hukum atau berniat untuk meloloskan diri dari jeratan hukum
yang akan menimpa dirinya. Diawali dengan pelariannya ke luar negeri untuk
menghindari sanksi pidana, kemudian melakukannya suap kepada seorang
Jaksa agar dipermudahkannya masalah hukuman yang akan ia terima, hingga
pemalsuan surat jalan agar dirinya bisa leluasa dengan bebas masuk ke Negara
Indonesia. Dan yang terakhir melakukan suap kepada dua Jendra Polisi untuk
penghilangan namanya dari Red Notice (Daftar Pencarian Orang). Kasus
Djoko Tjandra dalam penerapan sanksi pidananya tidak sesuai dengan Pasal
65 KUHP yang mana seharusnya ditambah sepertiga hukuman dari maksimal
hukuman yang diberikan dan tidak memenuhinya unsur untuk melakukan
pengurangan sanksi terhadap terpidana Djoko Tjandra. Sedangkan dalam
kasus Zaini Hadi Abdullah tidak adanya suatu pengurangan sanksi yang
diberikan walaupun Zaini Hadi Abdullah merupakan sosok tulang punggung
keluarga, dikarenakan tidak ada unsur yang dapat mengurangi sanksi
hukuman.

2. Kasus Djoko Tjandra dan Zaini Hadi Abdullah dimana dalam hal ini tidak

ada unsur pengurangan dalam suatu kasus tersebut. Bahwa Terdakwa saat ini



telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung
tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan
Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009
Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam kasus Djoko
Tjandra lebih memperingan dikarenakan telah mengembalikan sejumlah uang
tersebut, namun pada penerapan unsur tersebut tidak masuk dalam
pengurangan dalam putusan sedangkan dan bahkan dalam putusan tidak
melihat pertimbangan yang memeberatkan dimana hal yang memberatkan:
Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan
Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah
Agung tersebut. Hal tersebut jelas merugikan dan tidak memperlihatkan
adanya Pasal 65 KUHP dimana perbuatan tersbut dalam putusan itu
dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan
dalam kasus Zaini Hadi Abdullah putusan tersebut sesuai dengan apa yang

dipertimbangkan dan pasal yang di pakai tepat sesuai aturan.

B. Saran
1. Diperlukan penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk semua elemen
masyarakat di Negara Indonesia. Sebaiknya diberikan aturan batas-batas
kewenangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Hal terebut

dikarenakan putusan hakim dapat dijadikan undang-undang.



2. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh Terpidana Djoko Tjandra. Dengan melihat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Terpidana Djoko Tjandra lebih dari
satu. Dimana seharusnya hakim memberikan pemberatan hukuman terhadap
Terpidana ketimbang adanya pengurangan sanksi pidana.

Hal tersebut dilihat dari latar belakang yang dilakukan oleh Terpidana Djoko
Tjandra yang ingin terbebas dari jeratan hukum sehingga menghalalkan segala

cara dan upaya untuk bebas dari jeratan hukum.
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